
 

 

 

 

 

BUPATI NUNUKAN 

PROVINSI KALIMANTAN UTARA 
 

PERATURAN BUPATI NUNUKAN 

NOMOR  61  TAHUN 2019 

 

TENTANG  

 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2020 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI NUNUKAN, 

 

Menimbang :  a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 

Peraturan Daerah  Kabupaten Nunukan Nomor 3 Tahun 

2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan 

Peraturan Bupati Nunukan tentang Penjabaran 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2020; 
 

 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Bupati Nunukan tentang Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; 
 

Meningat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

 2. Undang-Undang   Nomor 47  Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten 

Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai 

Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3896) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang   

Nomor 7  Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-

Undang   Nomor 47  Tahun 1999 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan 

Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 3962); 

 

 

 



  3.  Undang-Undang   Nomor 17  Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara  

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang  

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004; Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang   Nomor   25   Tahun   2004   tentang   

Sistem   Perencanaan Pembangunan Nasional   

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang  Pajak 

Daerah Dan Retribusi Daerah  Daerah  (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5049); 

8. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398); 
 

9. Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2012  tentang  
Pembentukan  Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5362); 
 

 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara  Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran  

Negara  Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

 

 



11. Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601); 
 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) 

sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

(Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340); 
 

13. Peraturan  Pemerintah  Nomor  55  Tahun  2005  

tentang  Dana  Perimbangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4575); 
 

14. Peraturan  Pemerintah  Nomor  56  Tahun  2005  

tentang  Sistem  Informasi Keuangan  Daerah,  

(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  

2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 

Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 (Lembaran  

Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5155) ; 
 

15. Peraturan  Pemerintah  Nomor  8  tahun  2006  

tentang  Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah  (Lembaran  Negara  Republik Indonesia  

Tahun  2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614)  
 

16. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  

tentang  Akuntasi Pemerintah (Lembaran  Negara  

Republik Indonesia  Tahun  2012 Nomor 123, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5165);  
 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor  

5272); 

 

 
 
 

 



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor  6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 4 

Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 

Nomor 4 seri A nomor 04); 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor  19 

Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nunukan 

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Nunukan Tahun 2011 Nomor 19); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 7 

Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 

2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan 

Tahun 2019 Nomor 9) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan 

Nomor 11 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Nunukan Tahun 2016-2021 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2018 Nomor 

11); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 6 

Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran 

Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2019 Nomor 6); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG  PENJABARAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 1 

 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas :  

 

a. Pendapatan 

 1. Pendapatan Asli Daerah Rp.       96.151.131.107,00 

 2. Dana Perimbangan Rp.   1.013.993.447.000,00 

 3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah  Rp.     304.452.914.000,00 
                                                                                                  (+) 

  Jumlah Pendapatan   Rp.  1.414.597.492.107,00 

 

b.  Belanja 

 1. Belanja Tidak Langsung 

a) Belanja Pegawai Rp. 423.144.565.292,89 

b) Belanja Subsidi Rp.     9.171.884.000,00 

c) Belanja Hibah Rp.   64.696.638.816,11 

d) Belanja Bantuan Sosial Rp.     1.560.000.000,00 

e) Belanja Bantuan Keuangan Rp. 272.934.763.500,00 

f) Belanja Tidak Terduga Rp.     4.000.000.000,00   
                              (+) 

   Rp.   775.507.851.609,00 

 b. Belanja Langsung 

1) Belanja Pegawai Rp.   121.118.062.820,00 

2) Belanja Barang dan Jasa Rp    246.966.080.245,00 

3) Belanja Modal Rp    283.005.497.433,00 
                                                                                        (+) 

                                                   Rp.   651.089.640.498,00 
                                                                                                     (+) 

Jumlah Belanja Rp.1.426.597.492.107,00 
 

Defisit (Rp.   12.000.000.000,00) 

  
   

c.  Pembiayaan 

1. Penerimaan Rp.    15.000.000.000,00 

2. Pengeluaran Rp.      3.000.000.000,00            
                                                                                   (+) 

  Jumlah Pembiayaan Netto Rp.     12.000.000.000,00 
   

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

  Tahun Berkenaan Rp.                          0,00 

 

 

 

Pasal 2 

 

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I dan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasal 3 

 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran II dan merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal 4 

 

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) sesuai 

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nunukan. 

 

 Ditetapkan di Nunukan 

 Pada tangal 27 Desember 2019 

 

BUPATI NUNUKAN, 

 
 

      ttd 

 
 

ASMIN LAURA HAFID 

 

Diundangkan di Nunukan 
Pada tanggal 27 Desember 2019 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, 
 

                 ttd 
 

            SERFIANUS 

BERITA DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2019 NOMOR 61 

 

 

 

 

 

 


